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Abstract

Pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu, masih menghadapi tantangan
besar dalam aspek pendanaan, pengelolaan teknis, dan partisipasi masyarakat. Keterbatasan alokasi
anggaran daerah dan belum optimalnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan menjadi salah satu
hambatan utama dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Studi ini bertujuan untuk menghitung biaya penanganan sampah ideal berdasarkan Permendagri Nomor
7 Tahun 2021 serta melakukan simulasi tarif retribusi pelayanan persampahan yang lebih rasional untuk
Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui studi kasus, dengan data
yang diperoleh dari dokumen APBD, RISPS, laporan teknis Dinas Lingkungan Hidup, serta hasil Focus
Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
timbulan sampah di Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 mencapai 1.113,65 ton per hari dengan
tingkat pengelolaan sebesar 61,51%. Komposisi sampah didominasi oleh sampah organik sebesar
60,23%. Biaya penanganan sampah ideal diperkirakan sebesar Rp308.482 per ton untuk skenario
operasional dan investasi, serta Rp265.745 per ton untuk skenario operasional saja. Dengan alokasi
APBD sebesar Rp31,82 miliar per tahun, terdapat kesenjangan pembiayaan yang perlu ditutupi melalui
penerimaan retribusi sebesar Rp91,89 miliar (skenario penuh) atau Rp74,75 miliar (skenario
operasional). Perhitungan menggunakan Kalkulator Tarif Retribusi Sampah menunjukkan bahwa
sebagian besar beban retribusi, yaitu 87%, berasal dari sektor rumah tangga. Formulasi tarif retribusi
mempertimbangkan prinsip subsidi silang berdasarkan daya listrik pelanggan untuk menjamin keadilan
fiskal. Studi ini menegaskan bahwa reformulasi tarif yang berbasis biaya aktual dan kemampuan
membayar masyarakat, disertai dengan penguatan regulasi dan sistem pemungutan retribusi, merupakan
kunci utama dalam membangun pengelolaan persampahan daerah yang tangguh, akuntabel, dan
berkelanjutan..

Kata Kunci: Perhitungan, Retribusi Sampah, Kabupaten Indramayu.

1. Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan multidimensi,
terlebih dalam konteks pembangunan wilayah yang terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi
jumlah penduduk, intensitas aktivitas ekonomi, maupun pola konsumsi masyarakat (Singh et
al., 2014). Fenomena urbanisasi dan pertumbuhan kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan,
serta sektor industri telah menyebabkan lonjakan timbulan sampah yang signifikan, baik di
daerah perkotaan maupun pedesaan (Voukkali et al.,, 2023). Dalam konteks nasional,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia
pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 38 juta ton. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya
sekitar 62,62% yang berhasil ditangani dengan baik, sementara sisanya masih menjadi beban
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lingkungan yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari lahan terbuka, badan air, hingga
lingkungan permukiman padat .

Pemerintah Indonesia telah menargetkan penanganan sampah yang ambisius melalui
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga (Jakstranas), yakni mencapai 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan
sampah secara nasional pada tahun 2025. Namun, hingga kini capaian tersebut masih jauh dari
harapan. Data terakhir menunjukkan bahwa angka pengurangan baru mencapai 13,84%,
sedangkan penanganan berada pada kisaran 48,82%. Gap ini menjadi indikator bahwa sistem
pengelolaan sampah nasional masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi pendanaan,
kelembagaan, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat.

Salah satu hambatan utama dalam upaya pengelolaan sampah di daerah adalah
keterbatasan anggaran. Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Kemendagri, alokasi anggaran lingkungan hidup dalam APBD rata-rata hanya 1,72%, dengan
sub-urusan persampahan yang memperoleh porsi paling kecil yaitu sekitar 0,64% untuk
kabupaten. Padahal, kebutuhan anggaran nasional untuk pengelolaan sampah mencapai lebih
dari Rp15 triliun per tahun. Situasi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara
kebutuhan ideal dengan kemampuan fiskal daerah. Akibatnya, banyak daerah tidak mampu
menyediakan layanan pengangkutan sampah secara rutin, pembangunan tempat pengolahan
sampah yang memadai, hingga penyediaan fasilitas edukasi lingkungan berbasis masyarakat.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah mendorong
daerah agar dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi
pelayanan sampah. Retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
merupakan salah satu sumber pendapatan yang sah dan dapat diandalkan untuk membiayai
penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, retribusi pelayanan kebersihan termasuk
persampahan menjadi komponen strategis dalam upaya mendorong kemandirian fiskal daerah,
serta sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah secara
berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penghitungan tarif retribusi yang proporsional
dan berbasis biaya aktual, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam
menghitung biaya penanganan sampah secara ideal, berdasarkan tahapan sub-sistem yang
mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.
Permendagri ini mengusung pendekatan cost recovery, di mana tarif retribusi harus
mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan layanan
persampahan. Namun demikian, perhitungan tarif juga harus memperhatikan asas keadilan,
kemampuan masyarakat membayar (affordability), dan prinsip subsidi silang antar kelompok
pengguna layanan.

Permendagri 7/2021 tidak hanya menekankan aspek perhitungan tarif, tetapi juga
mewajibkan adanya proses partisipatif dan transparan dalam penetapan tarif melalui forum-
forum musyawarah atau Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan. Hal
ini penting untuk menciptakan legitimasi sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya membayar retribusi sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga
lingkungan.
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Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melakukan studi
perhitungan biaya pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, sebuah wilayah kabupaten
yang merepresentasikan tantangan khas daerah non-metropolitan dalam pengelolaan
persampahan. Kabupaten Indramayu menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya
kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah,
belum optimalnya sistem retribusi yang ada, serta kebutuhan akan pembaruan tarif berbasis
perhitungan biaya aktual (Johan, 2024).

Studi ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi data teknis pengelolaan
sampah yang tersedia di Kabupaten Indramayu, khususnya yang sesuai dengan format dan
struktur perhitungan dalam Permendagri 7/2021. Kedua, menghitung biaya ideal penanganan
sampah berdasarkan data operasional dan investasi untuk masing-masing sub-sistem
pengelolaan. Ketiga, menyusun simulasi tarif retribusi pelayanan persampahan yang baru, yang
mempertimbangkan proporsi timbulan sampah dari berbagai kategori pengguna layanan,
seperti rumah tangga, usaha komersial, fasilitas umum, serta sektor sosial dan pemerintahan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kegiatan pengumpulan data sekunder dari
berbagai sumber resmi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pusat Statistik (BPS),
dan dokumen perencanaan daerah, serta data primer hasil forum diskusi terarah bersama
pemangku kepentingan. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan Kalkulator Biaya
Penanganan Sampah lIdeal yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan
pendekatan ini, diharapkan hasil studi dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti yang
dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menyusun kebijakan tarif
retribusi yang adil, rasional, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus yang
dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) analisis kalkulator
perhitungan penanganan sampah dan tarif retribusi sampah, dan (3) penyampaian hasil. Proses
ini dilakukan secara kolaboratif melalui kegiatan diskusi kelompok terarah (Focus Group
Discussion) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan pihak-pihak terkait.
2.1 Tahap Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber resmi seperti: Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Indramayu, dokumen Rencana Induk Strategi Pengelolaan Sampah (RISPS),
laporan proyek, serta sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data
ini digunakan sebagai input dalam kalkulator perhitungan sampabh.
2.2 Tahap Analisis Kalkulator Perhitungan Penanganan Sampah ldeal
Analisis dilakukan dengan menggunakan alat bantu Kalkulator Biaya
Penanganan Sampah Ideal sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2021.
Data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi kalkulator untuk
menghitung estimasi biaya penanganan sampah ideal. Hasil perhitungan ini kemudian
diverifikasi dan divalidasi melalui forum FGD dengan para pemangku kepentingan
untuk memastikan akurasi dan relevansinya.
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2.3 Tahap Penyampaian Hasil
Tahap akhir adalah penyampaian dan klarifikasi hasil kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Indramayu melalui forum FGD. Dalam tahap ini, dilakukan
verifikasi akhir terhadap hasil perhitungan tarif retribusi, dan diperoleh kesepakatan atas
hasil yang akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan retribusi sampah
daerah..

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu telah ditopang oleh kerangka
regulasi yang komprehensif, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan
persampahan. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
menjadi acuan utama yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah
berbasis pada pengurangan dan penanganan. Regulasi ini mengadopsi pendekatan
berwawasan lingkungan dengan menekankan pentingnya pengelolaan sampah mulai
dari sumbernya hingga ke proses akhir.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dasar hukum yang lebih
mutakhir dalam penghitungan dan penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan,
termasuk persampahan. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yang mengamanatkan integrasi seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam satu
peraturan daerah.

Sebagai pelengkap dari kedua peraturan tersebut, hadir pula Peraturan Bupati
Indramayu Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga. Peraturan ini menyusun peta jalan pengelolaan sampah dengan target-target
pengurangan dan penanganan yang spesifik hingga tahun 2025, termasuk
pengembangan fasilitas TPS 3R, peningkatan kapasitas bank sampah, dan penguatan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 9.2 Tahun 2019 tentang Pengurangan
Pemakaian Kantong Plastik Sekali Pakai mencerminkan komitmen pemerintah daerah
dalam mengatasi sampah plastik sebagai salah satu jenis limbah yang sulit terurai.
Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkret untuk mengurangi penggunaan
kantong plastik di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan perkantoran.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Indramayu
mengimplementasikan model pemisahan peran antara regulator dan operator dalam
pengelolaan persampahan, mengikuti arahan dari Platform Persampahan Nasional yang
disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertindak
sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengawasan,
evaluasi, dan penegakan hukum. Sementara itu, pelaksanaan teknis pengelolaan sampah
mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir dilakukan oleh unit
teknis sebagai operator. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas
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kerja, tetapi juga menjamin akuntabilitas pengelolaan, terutama dalam hal transparansi
anggaran dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara lembaga(Johan et
al., 2025).

3.2 Pendanaan Pengelolaan Sampah

Pendanaan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menjamin
keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di daerah (Subekti & Ulfah, 2022).
Ketersediaan dana yang mencukupi tidak hanya menentukan kualitas dan kontinuitas
layanan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kapasitas kelembagaan, pemeliharaan
infrastruktur, dan kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi pengelolaan yang
lebih baik dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Indramayu, sumber utama pembiayaan
sektor persampahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
serta penerimaan retribusi pelayanan kebersihan yang dipungut dari masyarakat dan
pelaku usaha.

Berdasarkan dokumen anggaran daerah, pada tahun 2022 total APBD
Kabupaten Indramayu mencapai Rp3,61 triliun, di mana Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan persampahan memperoleh
alokasi anggaran sebesar Rp53,77 miliar. Jumlah ini setara dengan 1,49% dari total
APBD, angka yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kompleksitas
tugas dan kebutuhan operasional di sektor lingkungan hidup secara keseluruhan. Dari
total anggaran DLH tersebut, sebesar Rp37,32 miliar atau sekitar 69,41% dialokasikan
secara khusus untuk kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa
persampahan menyerap sebagian besar anggaran DLH, yang di sisi lain memperlihatkan
ketergantungan pengelolaan sampah terhadap dana daerah secara cukup signifikan.

Pada tahun anggaran 2023, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk DLH
menjadi Rp55,52 miliar, yang jika dipersentasekan terhadap APBD masih berada pada
Kisaran 1,51%, mencerminkan tren kenaikan yang sangat tipis. Adapun alokasi untuk
kegiatan persampahan juga mengalami kenaikan nominal menjadi Rp37,81 miliar,
tetapi persentasenya terhadap total anggaran DLH justru sedikit menurun menjadi
68,11%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya tekanan terhadap pos anggaran
lain di dalam DLH, atau karena diversifikasi program-program yang dijalankan oleh
instansi tersebut.

Meskipun telah ada alokasi dana dari APBD, kenyataannya pembiayaan
pengelolaan sampah masih menghadapi kesenjangan fiskal yang cukup lebar, terutama
apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil yang dihitung berdasarkan pendekatan
biaya ideal operasional dan investasi. Menurut estimasi nasional, kebutuhan
pembiayaan sektor persampahan di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan
mencapai Rpl15 triliun per tahun. Jika disesuaikan dengan beban timbulan dan cakupan
layanan, maka kontribusi APBD Kabupaten Indramayu masih berada jauh di bawah
ambang ideal, yang seharusnya berkisar pada 5% hingga 10% dari total APBD
sebagaimana rekomendasi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Dalam konteks ini, alokasi kurang dari 2% sebagaimana terjadi di Kabupaten
Indramayu menjadi salah satu faktor penghambat dalam penguatan layanan
persampahan.
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Di sisi lain, penerimaan dari sektor retribusi kebersihan menunjukkan tren
pertumbuhan yang positif, meskipun belum signifikan secara kuantitatif. Pada tahun
2020, pendapatan yang berhasil dikumpulkan dari retribusi hanya sebesar Rpl,62
miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,81 miliar pada tahun 2021, dan mengalami
lonjakan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2022 menjadi Rp3,16 miliar. Lonjakan
tersebut menunjukkan adanya perbaikan sistem pemungutan atau perluasan cakupan
objek retribusi, sekaligus mengindikasikan potensi yang lebih besar dari sektor ini
apabila dioptimalkan secara sistematis.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan total kebutuhan biaya ideal untuk
operasional dan investasi pengelolaan sampah, kontribusi retribusi ini masih sangat
terbatas. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Kalkulator Biaya Penanganan
Sampah Ideal sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, total kebutuhan biaya
penanganan sampah di Kabupaten Indramayu mencapai lebih dari Rp123 miliar per
tahun dalam skenario penuh, atau sekitar Rp106 miliar per tahun jika hanya mencakup
biaya operasional. Dengan kata lain, kontribusi retribusi yang saat ini masih di bawah
Rp5 miliar per tahun hanya mampu menutupi sekitar 2,5% hingga 4% dari kebutuhan
riil. Fakta ini menguatkan urgensi untuk merancang sistem retribusi yang lebih adil,
transparan, dan berbasis perhitungan biaya aktual.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor retribusi tanpa membebani
masyarakat secara berlebihan, perlu dilakukan reformulasi tarif berbasis klasifikasi
kemampuan membayar (ability to pay) dan proporsi timbulan sampah yang dihasilkan
oleh masing-masing kelompok pengguna. Prinsip subsidi silang antar sektor — misalnya
antara sektor komersial dengan sektor rumah tangga ekonomi lemah — juga perlu
diterapkan secara terstruktur. Selain itu, optimalisasi penerimaan retribusi dapat
dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi dan penagihan, integrasi dengan sistem
pembayaran digital, serta peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi dan edukasi yang
lebih masif.

Dengan memperkuat basis data objek dan subjek retribusi, serta
mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan daya listrik dan jenis usaha, pemerintah
daerah dapat membangun skema tarif yang proporsional dan berbasis keadilan fiskal.
Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan, yang tidak
hanya mengurangi ketergantungan pada APBD, tetapi juga mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam mendanai pelayanan kebersihan yang mereka terima..

3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam sistem pengelolaan
sampah yang efektif dan berkelanjutan (Kalra, 2020). Dalam konteks kebijakan
lingkungan hidup, peran serta masyarakat bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi justru
menjadi elemen krusial dalam rantai pengelolaan mulai dari sumber hingga pemrosesan
akhir. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas
pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur teknis,
melainkan sangat tergantung pada tingkat kesadaran, komitmen, dan perilaku
masyarakat dalam memilah, mengumpulkan, dan membuang sampah secara benar dan
bertanggung jawab (Leknoi et al., 2024).
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Dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Strategi Pengelolaan Sampah
(RISPS) Kabupaten Indramayu, dilakukan survei mengenai perilaku dan kesadaran
masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil survei menunjukkan
bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan belum menunjukkan
perubahan perilaku yang signifikan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 45,5%
masyarakat di Kabupaten Indramayu masih membakar sampah di pekarangan rumah
mereka, suatu praktik yang berisiko terhadap kesehatan dan pencemaran udara. Selain
itu, 11% masyarakat masih memilih untuk menimbun sampah di dalam tanah, dan 13%
lainnya membuang sampah sembarangan, termasuk ke saluran air dan lahan kosong.
Hanya 30,5% dari masyarakat yang benar-benar memanfaatkan fasilitas Tempat
Penampungan Sementara (TPS) secara layak dan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah di Kabupaten
Indramayu masih menghadapi tantangan besar dalam aspek perilaku masyarakat.
Rendahnya tingkat penggunaan TPS dan masih maraknya pembakaran sampah secara
terbuka menjadi indikator lemahnya kesadaran lingkungan di tingkat individu dan
keluarga. Padahal, pemanfaatan TPS secara maksimal merupakan salah satu indikator
keberhasilan sistem pengumpulan sampah yang menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara
lain adalah keterbatasan fasilitas di tingkat RT/RW seperti minimnya ketersediaan
tempat sampabh terpilah, akses TPS yang jauh atau tidak tersedia secara merata, hingga
kurangnya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, adanya kebiasaan
lama dan persepsi masyarakat bahwa pengelolaan sampah adalah semata-mata tanggung
jawab pemerintah juga turut memperkuat resistensi terhadap perubahan perilaku.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
perlu menggencarkan program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk
membangun budaya baru dalam mengelola sampah, dimulai dari rumah tangga sebagai
penghasil sampah terbesar. Edukasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif,
tetapi juga aplikatif dan partisipatif, misalnya melalui pelatihan pemilahan sampah,
penyuluhan lingkungan berbasis komunitas, serta integrasi materi pengelolaan sampah
ke dalam kegiatan sekolah dan keagamaan.

Upaya teknis juga harus diperkuat dengan penyediaan fasilitas pendukung di
tingkat rumah tangga, seperti distribusi tempat sampah terpilah, pemberian insentif bagi
rumah tangga yang aktif mengelola sampah, serta pengembangan sarana pengomposan
sederhana. Salah satu pendekatan yang dapat dioptimalkan adalah penguatan peran bank
sampah sebagai lembaga berbasis masyarakat yang tidak hanya mengedukasi tetapi juga
memberi manfaat ekonomi langsung bagi peserta. Bank sampah dapat menjadi simpul
pengelolaan berbasis komunitas yang berperan sebagai perantara antara rumah tangga
dan sistem daur ulang.

Lebih jauh lagi, kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, organisasi
masyarakat sipil, dan akademisi diperlukan dalam merancang strategi partisipatif yang
inklusif. Penegakan regulasi dan insentif ekonomi perlu dirancang secara berimbang,
dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, serta memastikan bahwa tidak ada
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kelompok yang terpinggirkan dari proses transisi menuju pengelolaan sampah yang
lebih bertanggung jawab.

Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, seluruh kebijakan teknis maupun
regulasi yang telah disusun oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan efektif. Oleh
karena itu, strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu ke depan harus
menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai subjek
utama perubahan, yang berdaya dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan
hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

3.4 Timbulan dan Komposisi Sampah

Timbulan sampah merupakan indikator nyata dari intensitas aktivitas domestik,
sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Indramayu, timbulan sampah
mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan
kawasan permukiman, dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Berdasarkan data
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu tahun 2022, total timbulan
sampah tercatat sebesar 1.113,65 ton per hari, yang apabila dikumulatifkan mencapai
sekitar 406.481 ton per tahun. Jumlah ini tidak hanya mencerminkan volume material
buangan, tetapi juga mengindikasikan besarnya tantangan dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan pelayanan publik di sektor persampahan.

Dari total timbulan tersebut, sebesar 61,51% atau sekitar 250.039 ton per tahun
berhasil ditangani melalui sistem layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Capaian ini terbagi dalam dua pendekatan utama, yaitu 48,80% penanganan langsung
melalui proses pengangkutan dan pemrosesan akhir, serta 12,72% berasal dari kegiatan
pengurangan di tingkat sumber, seperti pemilahan mandiri, pemanfaatan kembali, atau
daur ulang terbatas yang dilakukan oleh masyarakat. Meski angka ini menunjukkan
adanya infrastruktur dan sistem pengelolaan yang telah berjalan, namun sekitar 38,49%
dari timbulan sampah masih belum tertangani secara formal, yang berisiko
menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.

Aspek lain yang sangat penting dalam perencanaan pengelolaan sampah adalah
komposisi sampah. Komposisi mencerminkan jenis material dominan yang dibuang
oleh masyarakat, sekaligus menentukan pendekatan teknologi dan strategi pengelolaan
yang tepat. Di Kabupaten Indramayu, sampah organik merupakan komponen terbesar
dalam timbulan sampah, yaitu mencapai 60,23% dari total volume. Komposisi ini
sejalan dengan karakteristik wilayah agraris dan pola konsumsi yang masih berbasis
bahan makanan segar. Dominannya sampah organik membuka peluang besar untuk
pengembangan sistem pengolahan berbasis komposting, baik secara individual di rumah
tangga maupun kolektif di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau TPS 3R.

Komponen sampah terbesar berikutnya adalah plastik, yaitu sebesar 13,78%,
yang merupakan hasil dari penggunaan kantong plastik, kemasan makanan dan
minuman, serta produk sekali pakai lainnya. Sampah plastik menjadi tantangan
tersendiri karena sifatnya yang sulit terurai, serta potensinya mencemari ekosistem,
khususnya jika terbawa ke saluran air dan badan sungai. Selain itu, terdapat kategori
sampah lain-lain seperti pembalut dan masker yang tercatat sebesar 13,64%, yang
meningkat pascapandemi COVID-19. Kategori ini tergolong dalam residu yang sulit
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terolah dan membutuhkan penanganan khusus, terutama dari aspek higienitas dan
potensi bahayanya sebagai limbah domestik berisiko.

Selanjutnya, sampah kertas menyumbang 8,47% dari total timbulan, sementara
sisanya terdiri atas logam, kayu, kain, dan limbah B3 rumah tangga dalam jumlah yang
lebih kecil. Proporsi ini menunjukkan bahwa meskipun material-material daur ulang
seperti kertas dan logam tidak dominan, mereka tetap memiliki potensi ekonomi yang
dapat dioptimalkan melalui sistem bank sampah dan industri daur ulang skala kecil.

Rata-rata laju timbulan sampah di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 0,58
kg per jiwa per hari, yang termasuk dalam kategori sedang jika dibandingkan dengan
wilayah urban di Indonesia. Angka ini penting sebagai dasar dalam perencanaan
kebutuhan armada pengangkutan, kapasitas fasilitas pengolahan, serta perhitungan
pembiayaan operasional. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan tren konsumsi,
maka laju timbulan ini diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke
depan, terutama jika tidak diimbangi dengan strategi pengurangan sampah dari sumber.

Informasi mengenai volume dan komposisi sampah ini memiliki nilai strategis
dalam menentukan pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan. Salah satu
pendekatan yang relevan adalah konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang menekankan
pengurangan timbulan dari hulu dan peningkatan nilai guna material buangan.
Penerapan 3R membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha,
serta didukung dengan regulasi yang mendorong pengurangan sampah kemasan,
insentif bagi daur ulang, dan edukasi berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan infrastruktur TPS 3R perlu diperluas dengan
mempertimbangkan karakteristik timbulan di masing-masing kecamatan. TPS 3R dapat
menjadi simpul penting dalam pengolahan awal sampah organik dan anorganik secara
terpisah, serta menyalurkan residu ke TPA dengan volume yang telah direduksi. Dalam
jangka panjang, pendekatan ini dapat dilengkapi dengan ekonomi sirkular, yaitu sistem
yang berfokus pada pemanfaatan ulang material melalui siklus produksi dan konsumsi
yang tertutup, sehingga sampah bukan hanya dianggap sebagai limbah, melainkan
sebagai sumber daya baru..

3.5 Perhitungan Biaya Penanganan Sampah Ideal

Sebagai Sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem tarif pelayanan
persampahan yang lebih adil dan proporsional, Pemerintah Kabupaten Indramayu
melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
telah melakukan perhitungan biaya penanganan sampah secara ideal. Perhitungan ini
berpedoman pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tata cara
penyusunan tarif retribusi berdasarkan prinsip efisiensi dan pendekatan biaya aktual
(cost recovery). Perhitungan dilaksanakan melalui forum Focus Group Discussion
(FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2024, dan bertujuan untuk
memperoleh kesepahaman teknis serta estimasi biaya riil pengelolaan persampahan
yang terjadi di lapangan.

Melalui FGD tersebut, disepakati dua skenario utama dalam simulasi tarif: a.
Skenario I, yakni skema biaya penuh yang mencakup biaya operasional dan investasi,
dengan total sebesar Rp308.482 per ton, b. Skenario 11, yaitu skema minimum dengan
hanya memperhitungkan biaya operasional, sebesar Rp265.745 per ton.
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Perhitungan ini mencakup seluruh komponen layanan pengelolaan sampah dari
hulu ke hilir, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga ke tahap
pemrosesan akhir. Biaya dihitung berdasarkan input teknis dari unit pelaksana serta data
biaya standar pada masing-masing jenis kegiatan.

Pada tahap pengumpulan, biaya sangat dipengaruhi oleh jenis armada yang
digunakan. Mobil pick-up menghasilkan biaya paling efisien, yakni sebesar Rp96.059
per ton, sementara penggunaan gerobak motor memerlukan Rp159.678 per ton dan
gerobak biasa tercatat sebesar Rp15.205 per ton. Meskipun biaya pengumpulan dengan
gerobak biasa relatif murah, namun efektivitasnya terbatas karena hanya menjangkau
area sempit dan volume kecil.

Selanjutnya, pada tahap pengolahan, fasilitas TPS 3R memiliki biaya
operasional dan investasi sebesar Rp938.570 per ton, sedangkan TPST memerlukan
biaya lebih tinggi, yaitu Rp1.037.109 per ton. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan
perbedaan kapasitas dan sistem kerja, di mana TPST cenderung melibatkan proses
pengolahan lanjutan yang lebih kompleks dan berskala lebih besar dibandingkan TPS
3R.

Untuk pengangkutan, penggunaan dump truck menghabiskan biaya sebesar
Rp231.041 per ton, sedangkan penggunaan armroll lebih hemat dengan biaya
Rp153.351 per ton. Sejauh ini, Kabupaten Indramayu belum memiliki armada jenis
compactor truck, yang padahal dapat meningkatkan efisiensi melalui kompresi sampah
dan pengurangan frekuensi perjalanan ke TPA.

Semua komponen biaya di atas diakumulasikan untuk memperoleh estimasi
biaya ideal dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh. Selain sebagai dasar
reformulasi tarif, hasil perhitungan juga dirangkum dalam simulasi retribusi per
skenario. Tabel berikut menyajikan ringkasan komparatif dari masing-masing skenario
biaya dan kebutuhan retribusi:

Tabel 1.
Ringkasan Perhitungan Biaya Penanganan dan Tarif Retribusi Sampah
Komponen Skenario | Skenario 11 (Operasional
(Operasional + Saja)
Investasi)
Total Biaya (Rp/tahun) 123.710.166.059 106.571.159.597
Biaya Penanganan per 308.482 265.745
Ton (Rp/ton)
Target Pendapatan 91.893.690.680 74.475.684.218
Retribusi (Rp/tahun)
Tarif Retribusi per Ton 229.145 186.407

(Rp/ton)

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun skenario biaya penuh memberikan
estimasi kebutuhan yang lebih besar, namun penyesuaian tarif dalam skenario tersebut
masih berada dalam batas kemampuan fiskal dan daya beli masyarakat jika dirancang
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dengan prinsip subsidi silang. Informasi ini menjadi penting tidak hanya untuk
menentukan batas minimum retribusi yang harus dipungut, tetapi juga sebagai dasar
pertimbangan kebijakan dalam merancang sistem tarif yang adil dan proporsional antar
kelompok pengguna layanan.

Untuk memperkuat aspek keadilan dalam kebijakan tarif, pendekatan klasifikasi
pengguna berdasarkan daya listrik pelanggan dijadikan salah satu alternatif penyesuaian
tarif. Strategi ini mencerminkan prinsip subsidi silang, yaitu kelompok masyarakat
dengan konsumesi listrik rendah (450 VA hingga 900 VA) dikenakan tarif lebih ringan,
sementara kelompok dengan daya listrik lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih besar.
Dengan demikian, beban pembiayaan dapat dibagi secara lebih proporsional sesuai
dengan kapasitas ekonomi dan volume timbulan sampah dari masing-masing kelompok
pengguna.

Lebih jauh, pendekatan tarif berbasis biaya ideal ini tidak hanya penting dari
aspek fiskal, namun juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kebijakan kepada publik.
Dengan adanya perhitungan terbuka dan partisipatif, proses penetapan tarif dapat
memperoleh legitimasi sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kontribusi dalam mendukung layanan publik. Kebijakan tarif retribusi yang
dihasilkan dari proses ini diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil, memperkuat
keberlanjutan layanan, serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan di tingkat rumah
tangga.

3.6 Analisis Kalkulator Biaya Penanganan Sampah ldeal dan Perhitungan Tarif
Retribusi Sampah

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan
persampahan, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak hanya melakukan perhitungan
biaya penanganan sampah ideal, tetapi juga memperluas analisis hingga ke tahapan
penyusunan simulasi tarif retribusi pelayanan persampahan. Kedua tahapan ini
menggunakan instrumen resmi yaitu Kalkulator Biaya Penanganan Sampah Ideal dan
Kalkulator Perhitungan Tarif Retribusi Sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 7 Tahun 2021. Dengan pendekatan ini, studi diharapkan dapat menghasilkan
dasar yang kuat untuk reformulasi tarif retribusi yang adil, berbasis biaya riil, serta
memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh dua skenario biaya penanganan
sampah ideal. Pada Skenario I, yaitu skema yang memperhitungkan seluruh biaya
operasional dan investasi, besaran biaya mencapai Rp308.482 per ton, yang apabila
dikalikan dengan total timbulan sampah tahunan, menghasilkan kebutuhan biaya
sebesar Rp123,71 miliar per tahun. Sementara itu, pada Skenario Il, yang hanya
memperhitungkan biaya operasional tanpa investasi, diperoleh angka Rp265.745 per
ton, dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp106,57 miliar per tahun. Perbedaan
antara kedua skenario ini mencerminkan adanya kebutuhan investasi tambahan untuk
mendukung keberlanjutan layanan, seperti pembelian armada pengangkutan baru,
pengembangan TPS 3R, serta rehabilitasi infrastruktur persampahan.

Namun, realitas fiskal di daerah menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup
besar. Berdasarkan APBD tahun berjalan, alokasi dana untuk sektor persampahan hanya
mencapai Rp31,82 miliar. Artinya, terdapat selisih kebutuhan pembiayaan sebesar
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Rp91,89 miliar per tahun dalam skenario penuh, atau Rp74,75 miliar dalam skenario
operasional saja. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peran retribusi pelayanan
persampahan sebagai salah satu instrumen untuk menutup kekurangan pembiayaan
tersebut, sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah daerah.

Untuk itu, studi ini melanjutkan analisis dengan menggunakan Kalkulator
Perhitungan Tarif Retribusi Sampah. Kalkulator ini memperhitungkan jumlah timbulan
sampah dari berbagai kategori pengguna layanan, serta mengalokasikan target
pendapatan retribusi sesuai dengan proporsi kontribusi timbulan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa agar seluruh kebutuhan pembiayaan dapat tercapai, diperlukan
besaran tarif retribusi sebesar Rp229.145 per ton untuk skenario biaya penuh, dan
Rp186.407 per ton untuk skenario operasional saja. Berdasarkan perhitungan ini, maka
total pendapatan retribusi yang harus dikumpulkan dari seluruh sektor mencapai
Rp91,89 miliar hingga Rp74,75 miliar per tahun, tergantung pada skenario yang
diterapkan.

Lebih lanjut, struktur beban menunjukkan bahwa 87% dari total target
pendapatan retribusi berasal dari sektor rumah tangga, yang menjadi penghasil sampah
terbesar di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, dalam formulasi tarif, digunakan
pendekatan berbasis klasifikasi daya listrik pelanggan sebagai indikator kemampuan
membayar. Rumah tangga dengan daya listrik rendah, seperti 450 VA dan 900 VA,
dikenakan tarif lebih rendah, sedangkan rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA ke
atas serta sektor komersial dikenakan tarif lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan
prinsip subsidi silang dan asas keadilan fiskal, di mana pihak yang memiliki daya beli
lebih tinggi menanggung porsi biaya yang lebih besar.

Selain itu, penghitungan tarif mempertimbangkan pula skema kenaikan bertahap
untuk menghindari resistensi sosial. Penerapan tarif dilakukan dengan memperhatikan
batas kemampuan membayar (affordability) masyarakat, serta dikombinasikan dengan
peningkatan pelayanan, seperti perbaikan frekuensi pengangkutan sampah dan
penyediaan fasilitas TPS 3R di wilayah-wilayah strategis.

Dengan adanya perhitungan biaya dan tarif berbasis kalkulator ini, proses
penyusunan kebijakan tarif retribusi menjadi lebih objektif, transparan, dan berbasis
data aktual. Tidak hanya itu, hasil analisis ini juga membuka ruang bagi penguatan
sistem manajemen retribusi di daerah, termasuk penyusunan regulasi turunan seperti
Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Retribusi Persampahan dan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, serta pengembangan sistem pendataan wajib
retribusi berbasis klasifikasi pengguna.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan melalui pengumpulan data, analisis biaya
penanganan sampah ideal, serta simulasi perhitungan tarif retribusi sampah di Kabupaten
Indramayu, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan biaya ideal untuk pengelolaan
sampah di Kabupaten Indramayu mencapai Rp123.710.166.059,- per tahun atau setara dengan
Rp308.482,- per ton apabila memperhitungkan komponen biaya operasional dan investasi.
Sementara itu, jika hanya memperhitungkan komponen biaya operasional saja, kebutuhan biaya

428|INOVASI — Volume. 4 Nomor. 1 Januari 2025



Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Indramayu Tahun 2024

adalah sebesar Rp106.571.159.597,- per tahun atau Rp265.745,- per ton. Perhitungan ini
dilakukan berdasarkan pendekatan biaya nyata (actual cost) untuk seluruh subsistem layanan,
meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kedua, untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, dilakukan simulasi perhitungan
tarif retribusi pelayanan persampahan menggunakan Kalkulator Perhitungan Tarif Retribusi.
Hasil simulasi menghasilkan kebutuhan penerimaan retribusi sebagai berikut:

1) Pada Skenario | (operasional + investasi), target penerimaan retribusi sebesar
Rp91.893.690.680,- per tahun, dengan tarif rata-rata sebesar Rp229.145,- per ton.

2) Pada Skenario Il (operasional saja), target penerimaan sebesar Rp74.475.684.218,- per
tahun, dengan tarif rata-rata sebesar Rp186.407,- per ton.

Ketiga, struktur beban pembiayaan menunjukkan bahwa sekitar 87% dari total beban
retribusi berasal dari sektor rumah tangga. Hal ini menegaskan pentingnya pengaturan tarif
yang memperhatikan asas keadilan dan kemampuan membayar masyarakat. Pendekatan
klasifikasi berdasarkan daya listrik pelanggan digunakan untuk memastikan tarif progresif dan
penerapan subsidi silang antar golongan pengguna.

Berdasarkan hasil studi yang mencakup analisis kebutuhan biaya penanganan sampah dan
simulasi tarif retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Indramayu, disertai dengan
tinjauan terhadap kerangka regulasi daerah yang berlaku, maka berikut adalah rekomendasi
yang dapat diajukan:

1) Mengingat hasil perhitungan menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang
signifikan, maka penyusunan besaran tarif retribusi baru perlu segera dilakukan.
Besaran tarif ini disarankan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur
klasifikasi dan nominal tarif retribusi pelayanan persampahan, dengan mengacu pada
hasil simulasi berbasis biaya aktual. Perbup ini menjadi dasar hukum dalam proses
penetapan dan penyesuaian tarif secara resmi dan sah.

2) Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki Perbup Nomor 13 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan
optimalisasi pemanfaatan regulasi ini dalam konteks retribusi persampahan. Substansi
teknis dalam Perbup tersebut dapat menjadi landasan pelaksanaan pemungutan retribusi
yang lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

3) Untuk meningkatkan akurasi pengenaan tarif, pendataan wajib retribusi perlu dilakukan
secara menyeluruh dan berbasis data terintegrasi. Kategori sumber sampah, daya listrik
pelanggan, serta lokasi pelayanan harus menjadi variabel utama dalam pembentukan
basis data pelanggan. Integrasi data dengan sistem kependudukan dan ketenagalistrikan
dapat memperkuat sistem klasifikasi serta mencegah kebocoran potensi retribusi.

4) Seiring dengan dominasi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar timbulan sampah
(87%), maka penerapan tarif perlu disesuaikan dengan prinsip subsidi silang.
Penggunaan klasifikasi daya listrik pelanggan sebagai indikator kemampuan membayar
perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak terdampak oleh kenaikan tarif,
dan beban fiskal dapat didistribusikan secara lebih proporsional.

5) Untuk mendukung efektivitas pemungutan, pengembangan sistem digital untuk
administrasi retribusi sangat disarankan, baik melalui aplikasi penagihan, pelaporan
daring, maupun dashboard monitoring. Sistem ini juga harus didukung dengan
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penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan teknis, serta koordinasi antarperangkat
daerah terkait.

6) Perubahan tarif dan sistem retribusi perlu dibarengi dengan edukasi publik yang
memadai, agar masyarakat memahami urgensi reformulasi tarif dan berpartisipasi aktif
dalam sistem layanan yang lebih baik. Pendekatan komunikasi yang menekankan pada
manfaat layanan, keadilan pembayaran, dan tanggung jawab lingkungan dapat
meningkatkan penerimaan sosial atas kebijakan ini.
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